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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimanakah kewenangan 
penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik 
tindak pidana penerbangan dan bagaimanakah 
tindak pidana yang membahayakan keamanan 
pesawat udara di mana dengan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 
Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil 
sebagai penyidik tindak pidana penerbangan, 
diantaranya meneliti, mencari dan 
mengumpulkan keterangan, menerima laporan, 
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai saksi dan/atau tersangka, melakukan 
penangkapan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang 
penerbangan dan meminta keterangan dan 
bukti dari orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang penerbangan. Kewenangan 
lainnya sebagai penyidik pegawai negeri sipil 
sebagai penyidik tindak pidana penerbangan 
diatur dalam Pasal 400 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Tindak 
pidana yang membahayakan keamanan 
pesawat udara, diantaranya seperti perbuatan 
dengan sengaja menerbangkan atau 
mengoperasikan pesawat udara yang 
membahayakan keselamatan pesawat udara, 
penumpang dan barang, dan/atau penduduk 
atau merugikan harta benda milik orang lain 
dan di dalam pesawat udara selama 
penerbangan melakukan perbuatan melanggar 
tata tertib dalam penerbanganyang dapat 
membahayakan keamanan dan keselamatan 
penerbangan 
Kata kunci: penyidik pegawai negeri sipil; 
pesawat udara; 
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A. Latar Belakang 
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

lingkungan instansi yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang penerbangan 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu berada di 
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik 
polisi Negara Republik Indonesia. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik 
pegawai negeri sipil sebagai penyidik 
tindak pidana penerbangan ?  

2. Bagaimanakah tindak pidana yang 
membahayakan keamanan pesawat 
udara?  

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum normatif 
merupakan metode penelitian yang digunakan 
dalam penyusunan penulisan ini.  

 
PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Sebagai Penyidik Tindak Pidana 
Penerbangan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Pasal 399 ayat: 
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

lingkungan instansi yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang penerbangan 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini.  

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berada di bawah 
koordinasi dan pengawasan penyidik polisi 
Negara Republik Indonesia. 

Istilah kewenangan sering disebut dengan 
authority, gezag atau yuridiksi. Kewenangan 
adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu, maupun 
kekuasaan terhadap sesuatu bidang 
pemerintahan tertentu secara bulat yang 
berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari 
kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda 
dengan dengan wewenang yang dikenal juga 
dengan istilah competence atau bevoegdheid. 
Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil 
tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi 
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kewenangan merupakan kumpulan dari 
wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhehen). 
Wewenang ini merupakan kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau 
secara yuridis, wewenang adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang 
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.5 

Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan 
memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya.”6 Pemeriksaan, ialah: “proses, cara 
perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya.”7  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan. Pasal 400 ayat: 
(1) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 
dilaksanakan sebagai berikut:  

a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
keterangan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang penerbangan;  

b. menerima laporan tentang adanya 
tindak pidana di bidang penerbangan;  

c. memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai saksi dan/atau 
tersangka tindak pidana di bidang 
penerbangan;  

d. melakukan penangkapan terhadap 
orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang penerbangan;  

e. meminta keterangan dan bukti dari 
orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang penerbangan;  

f. memotret dan/atau merekam melalui 
media elektronik terhadap orang, 
barang, pesawat udara, atau hal yang 
dapat dijadikan bukti adanya tindak 
pidana di bidang penerbangan;  

g. memeriksa dokumen yang terkait 
dengan tindak pidana penerbangan;  

h. mengambil sidik jari dan identitas 
orang;  

i. menggeledah pesawat udara dan 
tempat-tempat tertentu yang dicurigai 

 
5SF. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. 
Liberty. Yogyakarta. 1997.   hlm. 154.   
6Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, 
Jakarta, 2009.hlm. 346. 
7Ibid. hlm. 346. 

adanya tindak pidana di bidang 
penerbangan;  

j. menyita benda yang diduga kuat 
merupakan barang yang digunakan 
untuk melakukan tindak pidana di 
bidang penerbangan;  

k. mengisolasi dan mengamankan barang 
dan/atau dokumen yang dapat 
dijadikan sebagai alat bukti 
sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang penerbangan;  

l. mendatangkan saksi ahli yang 
diperlukan;  

m. menghentikan proses penyidikan; dan  
n. meminta bantuan polisi Negara 

Republik Indonesia atau instansi lain 
terkait untuk melakukan penanganan 
tindak pidana di bidang penerbangan.  

(2)  Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 399 menyampaikan 
hasil penyidikan kepada penuntut umum 
melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

 
B. Tindak Pidana Yang Membahayakan 

Keamanan Pesawat Udara   
Perkara pidana, strafzaak, yaitu delik yang 

merupakan objek perkara pidana.8 Tindak 
pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam 
hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran 
baik yang disebut dalam KUHPidana maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya.9 

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut 
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan 
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, 
sebagai berikut: 

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wetterlijkeomshrijving); 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 

(melawan hukum); 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan 

(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; 
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.10 

 
8Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit. hlm. 
118. 
9Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya 
A., Op.Cit, hlm. 311 
10Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l. 
Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 163-164 (Lihat C.S.T. 
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 290). 
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Delik kejahatan dan delik pelanggaran 
dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP 
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, 
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak 
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud 
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, 
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik 
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya 
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang 
terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik 
kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai 
delik pelanggaran.11 Secara doktrinal apa yang 
dimaksud dengan delik kejahatan dan delik 
pelanggaran, sebagai berikut: 
a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan 

yang sudah dipandang seharusnya dipidana 
karena bertentangan dengan keadilan, 
meskipun perbuatan itu belum diatur dalam 
undang-undang. Delik kejahatan ini sering 
disebut mala per se atau delik hukum, 
artinya perbuatan itu sudah dianggap 
sebagai kejahatan meskipun belum 
dirumuskan dalam undang-undang karena 
merupakan perbuatan tercela dan 
merugikan masyarakat atau bertentangan 
dengan keadilan. 

b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-
perbuatan itu barulah diketahui sebagai 
delik setelah dirumuskan dalam undang-
undang. Delik pelanggaran ini sering disebut 
sebagai mala quia prohibia atau delik 
undang-undang. Artinya perbuatan itu baru 
dianggap sebagai delik setelah dirumuskan 
dalam undang-undang.12 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Pasal 411. Setiap orang 
dengan sengaja menerbangkan atau 
mengoperasikan pesawat udara yang 
membahayakan keselamatan pesawat udara, 
penumpang dan barang, dan/atau penduduk 
atau merugikan harta benda milik orang lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

Pasal 412 ayat: 
(1) Setiap orang di dalam pesawat udara 

selama penerbangan melakukan 
perbuatan yang dapat membahayakan 

 
11Ibid, hlm. 169. 
12Ibid. 

keamanan dan keselamatan penerbangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
huruf a dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).  

(2)  Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan melakukan 
perbuatan yang melanggar tata tertib 
dalam penerbangan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(3)  Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan mengambil atau 
merusak peralatan pesawat udara yang 
membahayakan keselamatan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
huruf c dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).  

(4)  Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan mengganggu 
ketenteraman, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(5)  Setiap orang di dalam pesawat udara 
selama penerbangan mengoperasikan 
peralatan elektronika yang mengganggu 
navigasi penerbangan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

(6)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan 
kerusakan atau kecelakaan pesawat dan 
kerugian harta benda dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 
juta rupiah).  

(7)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat 
tetap atau matinya orang dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun.  

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.13 Pidana: “penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu”.14  

Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.15 Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan.16 Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.17 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 
dalam upaya memberikan jaminan pelayanan 
sertifikasi dan inspeksi keselamatan yang 
kredibel, transparan, dan akuntabel, serta 
meningkatkan kompetensi sumber daya 
manusia untuk penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik, Undang-Undang ini 
mengatur pembentukan penyelenggara 
pelayanan umum yang dalam menjalankan 
tugasnya berdasarkan pola penganggaran 
berbasis kinerja dengan skala prioritas, 
efisiensi, dan efektivitas.  

Mengetahui penyebab setiap kecelakaan 
dan kejadian serius pesawat udara sipil dan 
dalam rangka menegakkan etika profesi, 
melaksanakan mediasi, dan menafsirkan 
penerapan regulasi di bidang penerbangan 
untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan 
penyebab yang sama, diatur pula pembentukan 
komite nasional yang bertanggung jawab 
kepada Presiden, dan untuk keperluan 
penyelidikan lanjutan, komite tersebut 
membentuk majelis profesi penerbangan. 
Dalam Undang-Undang ini diatur pula sistem 
informasi penerbangan melalui jaringan 
informasi yang efektif, efisien, dan terpadu 
dengan memanfaatkan perkembangan 

 
13Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 138. 
14Ibid, hlm. 392. 
15Ibid, hal. 138. 
16Ibid. 
17Ibid, hlm. 119. 

teknologi informasi dan komunikasi. 
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan 
penyelenggaraan penerbangan secara optimal, 
diatur peran serta masyarakat dengan prinsip 
keterbukaan dan kemitraan.18  

Putusan pengadilan pidana yang dilakukan 
oleh hakim haruslah ditujukan untuk mencapai 
tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan 
kemanfaatan hukum. Hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan 
pada pertim bangan yang bersumber pada 
fakta-fakta selama proses persidangan baik 
yuridis maupun non yuridis. Bila Hakim 
memutuskan bahwa terdakwa bersalah, maka 
hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana 
yang telah diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang 
terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. 
Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana 
penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 
Sedangkan pidana tambahan terdiri dari 
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 
barang-barang tertentu dan pengumuman 
putusan hakim.19 

Pidana denda dan kurungan adalah pidana 
pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim di 
dalam putusan pidana selain pidana mati dan 
tutupan, sebagaimana yang telah disebutkan 
dalam Pasal 10 KUHP. Pidana denda adalah 
pidana yang berupa harta benda yang jumlah 
ancaman pidananya pada umumnya relatif 
ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok 
pidana alternatif dari pidana penjara dan 
denda. Dalam kasus tindak pidana, vonis 
hukuman yang diberikan oleh hakim selain 
menjatuhkan pidana penjara dan denda, hakim 
juga dapat memberikan pidana pengganti 
denda yaitu berupa pidana kurungan.20 

Pidana kurungan seperti halnya pidana 
penjara, merupakan bentuk dari pidana 
perampasan kemerdekaan bagi terpidana. Di 
mana terpidana dipisahkan dari pergaulan 
hidup masyarakat dengan menempatkannya di 
dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dalam 
waktu tertentu. Pidana kurungan itu minimal 

 
18Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan. 
   19Nursiti dan Fakhrullah. Disparitas Penjatuhan Pidana 
Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus 
Narkotika (Disparity of Custody Punishment as Fine 
Replacement In Narcotic Court Decision). Kanun Jurnal 
Ilmu Hukum. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). hlm. 303-
304. 
   20Ibid. hlm. 304. 
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satu hari dan maksimal satu tahun; dan dalam 
hal gabungan kejahatan,  residive (pengulangan 
kejahatan); ketentuan yang terdapat dalam 
Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan menjadi 
satu tahun empat bulan sesuai dengan yang 
tertera dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP.21 

Orang-orang yang menjalankan pidana 
kurungan memiliki beberapa keistimewaan 
kemudahan di dalam lembaga pemasyarakatan 
dibandingkan orang-orang yang menjalankan 
pidana penjara. Sementara pidana kurungan 
sebagai pengganti pidana denda itu tidak 
dengan sendirinya harus dijalankan apabila 
terpidana tidak membayar uang dendanya, 
yaitu apabila hakim dalam putusannya hanya 
mengenakan pidana denda saja tanpa 
menyebutkan bahwa terpidana harus 
menjalankan pidana kurungan sebagai 
pengganti dari pidana denda yang telah 
dikenakan, dalam hal terpidana tidak 
membayar uang denda yang bersangkutan. 
Agar seseorang terpidana  yang telah dijatuhi 
pidana denda kemudian dapat diwajibkan 
untuk menjalankan pidana kurungan, dalam hal 
ia telah tidak membayar uang denda yang telah 
ditetapkan oleh hakim, maka di dalam putusan 
hakim itu secara tegas harus diputuskan 
tentang besarnya uang denda yang harus 
dibayar oleh terpidana, dan tentang lamanya 
pidana kurungan pengganti pidana denda yang 
harusdijalankan oleh terpidana, yakni dalam hal 
ia telah tidak membayar lunas uang denda yang 
bersangkutan.22  

Pidana denda dapat diartikan sebagai suatu 
kewajiban membayar sejumlah uang, 
sebagaimana telah ditentukan di dalam 
putusan hakim yang dibebankan kepada 
terpidana atas pelanggaran atau kejahatan 
yang telah dilakukannya.23 

 
   21Emmilia Rusdiana. Pengenaan Pidana Denda Yang 
Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku 
Anak. Kajian Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN. 
Trg (The Conversion Of Impositioning Criminal Fines To 
Confinement Sanction For Child /Juvenile  Offenders. An 
Analysis of Decision Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN. 
Trg. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019: 363 – 
380. hlm. 368. 
22Ibid. hlm. 368. (Lihat P.A.F Lamintang. Hukum 
penitensier Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm. 
11).   
23Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna 
Juita. Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca 
Keluarnya Perma No. 2 Tahun. Jurnal Dinamika Sosial 
Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017. hlm. 62-63 (Lihat 

Pidana denda adalah hukuman berupa 
kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar 
larangan dalam rangka mengembalikan 
keseimbangan hukum atau menebus kesalahan 
dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. 
Pidana denda tersebut diancamkan sebagai 
alternatif dengan pidana kurungan terhadap 
hampirsemua pelanggaran yang ditentukan 
dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-
undang diluar KUHP.24 

Pelaku dalam pidana denda seharusnya 
membayar sendiri pidana denda yang 
dijatuhkan, walaupun dengan pemaksaan oleh 
pihak yang berwenang, dalam hal ini jaksa 
penuntut umum melakukan penyitaan 
(sementara). Pidana denda dapat dijadikan 
salah satu pemasukan negara sebagai 
penghasilan negara bukan pajak (PNBP). Pola 
pidana denda harus ditetapkan dan 
dilaksanakan secara konsisten dengan 
mendasarkan pada kepentingan hukum 
seseorang atau masyarakat yang dilindungi. 
Pembayaran denda dilakukan paling lama 1 
(satu) bulan setelah putusan berkekuatan 
hukum tetap terpidana harus membayar denda 
tersebut kecuali terhadap perkara-perkara 
dengan pemeriksaan acara cepat harus seketika 
dilunasi (misalnya perkara lalu-lintas). Pidana 
denda dibayarkan kepada kejaksaan yang 
menerima harus segera di setor ke kas 
negara.25 

Salah satu jenis sanksi pidana yang diatur 
dalam KUHP dan RKUHP adalah pidana denda. 
Pidana  denda adalah hukuman berupa 
kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar 
larangan dalam rangka mengembalikan 
keseimbangan hukum atau menebus kesalahan 
dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.26  

 
Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana 
Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Terkodifikasi.  Ghalia 
Indonesia. Jakarta. 1990. hlm. 95. 
24Rini Mihartika dan Nurhafifah. Penerapan Pidana Denda 
Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu 
Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Banda Aceh). JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 1, 
No.1 Agustus 2017.ISSN: 2597-6893 (online). hlm. 143. 
25Ibid. hlm. 143. 
26Emilia Susanti. Studi Komparatif Kebijakan Formulasi 
Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP 
(Comparative Study of Formulation of Penality Sanctions 
Policy in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. 
Email: emilia.susanti@fh.unila.ac.id. Diakses 4/8/2020 
2:00 Wita. hlm. 3. (Lihat Aisah. Eksistensi Pidana Denda 
Menurut Sistem KUHP.  Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-
Mar/2015. hlm. 34). 
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Norma hukum adalah peraturan hidup yang 
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang 
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum 
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat 
setiap orang dan pelaksanaannya dapat 
dipertahankan dengan segala paksaan oleh 
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum 
itu justeru terletak pada sifatnya yang 
memaksa dengan sanksinya yang berupa 
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara 
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati 
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak 
mempunyai beberapa unsur, yaitu: 

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu; 

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu 
berlaku; 

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu 
dibuat; 

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) 
apakah yang akan dikenakan kepada 
orang yang melanggar atau tidak 
mematuhi norma itu.27 

Tujuan hukum pidana ada dua macam, 
yaitu:28 

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar 
tidak melakukan perbuatan pidana 
(fungsi preventif/pencegahan); 

2. Untuk mendidik orang yang telah 
melakukan perbuatan pidana agar 
menjadi orang yang baik dan dapat 
diterima kembali dalam masyarakat 
(fungsi represif) kekerasan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum 
pidana adalah untuk melindungi masyarakat. 
Apabila seseorang takut untuk melakukan 
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, 
semua orang dalam masyarakat akan tenteram 
dan aman. Hukum pidana merupakan bagian 
dari hukum publik. 

Beberapa sarjana hukum mengemukakan 
tentang tujuan hukum pidana, ialah: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai 

melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun secara menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, 
agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 

 
27Yulies Tiena Masriani. Op.Cit. hlm. 5-6. 
28 Ibid.hlm. 61. 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar 
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat; 

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman negara, masyarakat dan 
penduduk, yakni: 
1) Untuk membimbing agar terpidana 

insaf dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna; 

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana.29 

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui 
dasar pembenaran adanya hukum atau 
penjahan pidana. Dasar pembenaran 
penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai 
berikut: 
1. Teori Absolut 
 Menurut teori absolut tujuan dari 

pemidanaan terletak pada hukum pidana itu 
sendiri, “…barang siapa yang dilakukan suatu 
perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum 
pidana….” Teori ini disebut juga teori 
pembalasan, karena bersifat pembalasan 
(vergelding). Hukum dijatuhkan karena ada 
dosa. 

2. Teori relatif 
Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan 
adalah untuk: 
a. Mencegah;  
b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain 

tidak melakukan kejahatan; 
c. Memperbaiki orang yang melakukan 

tidak pidana; 
d. Memberikan perlindungan kepada 

masyarakat terhadap kejahatan; 
 Teori ini disebut juga teori tujuan, karena 

menitikberatkan pada tujuan hukuman. 
Ancaman hukuman perlu supaya manusia 
tidak melanggar. 

3.  Teori gabungan. 
Menurut teori gabungan, yang merupakan 
kombinasi  antara teori absolut dan teori 
relatif, tujuan penjatuhan pidana karena 
orang tersebut melakukan kejahatan dan 
agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.30 
Menurut Kansil dalam pergaulan masyarakat 

terdapat aneka macam hubungan di antara 

 
29Siswantoro Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup 
Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 73. 
30Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, hlm. 66. 
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anggota masyarakat, yakni hubungan yang 
ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan 
anggota masyarakat itu, karena beraneka 
ragamnya hubungan itu, para anggota 
masyarakat memerlukan aturan-aturan yang 
dapat menjamin keseimbangan agar dalam 
hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan 
di dalam masyarakat.31  

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat 
mengatur dan memaksa anggota masyarakat 
untuk patuh dalam menaatinya akan 
menciptakan keseimbangan dalam setiap 
hubungan di dalam masyarakat. Setiap 
pelanggaran atas peraturan yang ada akan 
dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi 
terhadap perbuatan yang melanggar 
peraturan.32  Untuk menjaga agar peraturan-
peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus 
dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, 
aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak 
boleh bertentangan dengan rasa keadilan 
masyarakat. Dengan demikian, hukum 
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian 
hukum dalam masyarakat dan harus 
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan 
masyarakat.33 

Hukum sebagai norma mempunyai ciri 
kekhususan, yaitu hendak melindungi, 
mengatur dan memberikan keseimbangan 
dalam menjaga kepentingan umum. 
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti 
merugikan, melalaikan atau mengganggu 
keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi 
yang diberikan berupa pengembalian 
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan 
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. 
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu 
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh 
petugas yang berwenang dengan memberikan 
hukuman.34 Untuk terciptanya atau kepastian 
hukum, syarat utama yang harus dipenuhi 
adalah adanya hukum atau peraturan 
perundangan yang mengaturnya dengan jelas.  

Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang 
sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam 
peraturan perundang-undangan. Hal tersebut 

 
31Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok 
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hlm. 3. 
32 Ibid. 
33 Ibid.  
34Abdoel Djamali. Op.Cit. hlm. 3. 

bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan 
masyarakat yang lebih cepat dibandingkan 
dengan saat penetapan peraturan perundangan 
yang bersangkutan. Keadaan seperti ini 
mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) 
untuk melakukan tindakan guna mencapai 
keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim 
dapat melakukan pembentukan hukum, 
pengisian, kekosongan hukum, melakukan 
konstruksi hukum atau harus menafsirkan 
hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk 
terciptanya suatu kepastian hukum dalam 
masyarakat.35 

Hukum pada hakikatnya adalah 
perlindungan kepentingan manusia, yang 
merupakan pedoman tentang bagaimana 
sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi 
hukum tidak sekedar merupakan pedoman 
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus 
diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan 
ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang 
mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi 
disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.36  

Penegakan hukum dijalankan untuk 
menjaga, mengawal dan menghantar hukum 
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum 
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan 
penegakan hukum merupakan tindakan 
penerapan hukum terhadap setiap orang yang 
perbuatannya menyimpang dan bertentangan 
dengan norma hukum, artinya hukum 
diberlakukan bagi siapa saja dan 
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme 
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang 
telah ada.37  

Norma hukum tidak bertentangan dengan 
rasa keadilan masyarakat dan martabat 
manusia. Norma hukum justru memungkinkan 
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, 
seperti kerukunan atau kebersamaan, 
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih 
sayang. Dengan demikian hukum yang baik 
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil 
(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan 
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum 
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum 
yang baik adalah hukum yang benar dan adil 
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat 

 
35Wawan Muhwan Hariri. Op.Cit. hlm. 199. 
36Jawahir Thontowi. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka 
Fahima. Yogjakarta. 2007. hlm.179.   
37Sadjijono. Op.Cit. hlm. 61. 
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mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk 
dijalankan.38 

Hukum yang baik mengondisikan 
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum 
sesuai dengan martabat manusia. Dengan 
mematuhi hukum yang baik, kebebasan 
seseorang tidak hilang dan karenanya 
martabatnya sebagai manusia pun tidak 
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum 
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran 
martabatnya karena ia menyadari dan 
memahami apa yang ditaatinya. Dalam 
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk 
menaati hukum demi pengaktualisasian 
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi 
sosial dengan orang lain.39 

Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa 
negara menimbulkan norma hukum. Kaidah 
tersebut berupa peraturan-peraturan dalam 
segala bentuk dan jenisnya. Di dalam 
kehidupan sehari-hari terbukti bahwa norma 
hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan 
norma hukum mengikat setiap orang. 
Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan 
dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan 
dan dipaksakannya norma hukum oleh negara 
merupakan salah satu keistimewaan norma 
hukum dengan ancaman pidana (bagi hukum 
pidana), hukuman (bagi hukum perdata dan 
atau hukum dagang).  

Upaya mewujudkan pertahanan dan 
paksaan tersebut tidak mungkin dapat berjalan 
dengan sendirinya akan tetapi hal itu harus 
dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara. 
Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan 
sewenang-wenang akan tetapi merupakan 
upaya agar peraturan tersebut ditaati dan 
terlaksana dengan sebaik-baiknya.40 

Apabila masyarakat dapat hidup damai, 
tenteram dan aman maka kehidupan mereka 
perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur 
kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah 
yang mengikat setiap anggota masyarakat agar 
tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran 
terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini 
hukum pidana sangat besar artinya bagi 
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana 

 
38 Muhammad Nuh. Etika Profesi Hukum, CV Pustaka 
Setia, Bandung, 2011. hlm. 199. 
39 Ibid. 
40 Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Rineka Cipta. 
Jakarta.  2007. hlm. 166. 

adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut 
diancam dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.41 

Salah satu aspek penting dari penerapan 
suatu kaidah hukum adalah penegakkan hukum 
(law enforcement). Suatu perangkat hukum 
baru dapat dikatakan efektif apabila hukum 
tersebut dapat diimplementasikan dan 
penerapan sanksinya dapat ditegakan apabila 
ada yang melanggarnya. Untuk dapat 
ditegakkan maka di dalam perangkat hukum itu 
perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan 
menetapkan bagaimana norma-norma itu 
ditegakan. Penegakan hukum pada intinya 
adalah serangkaian kegiatan untuk 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengenjawatankannya dengan 
sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran 
nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian 
dalam pergaulan hidup.42 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 
Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini 
bermakna bahwa di dalam negara kesatuan 
Republik Indonesia, hukum merupakan urat 
nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum 
mempunyai posisi strategis dan dominan dalam 
kehidupan masyarakat berbangsa dan 
bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat 
berperan dengan baik dan benar di tengah 
masyarakat jika instrumen pelaksanaannya 
dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan 
dalam bidang penegakan hukum.43  

Hukum adalah sarana yang di dalamnya 
terkandung nilai-nilai atau konsep tentang 
keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial 
dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat 
abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo 
sebagaimana di kutip oleh Ridwan H.R, 
penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 
penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak 
itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk 

 
41 Ibid. hlm. 209. 
42Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. 
Cet.4. Jakarta. 2002. hlm. 8. 
43Marwan Efendi. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari 
Perspektif Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 
2005. hlm. 1. 
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mewujudkan ide-ide tersebut menjadi 
kenyataan.44 Masalah penegakan hukum 
merupakan masalah universal. Tiap Negara 
mengalaminya masing-masing, dengan falsafah 
dan caranya sendiri-sendiri, berusaha 
mewujudkan tegaknya hukum di dalam 
masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, 
ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak 
selalu menjamin tegaknya hukum. Apabila 
masyarakat yang bersangkutan tidakmemahami 
hakekat hukum yang menjadi pedoman, maka 
hal itu akan menghambat hukum dan disiplin 
hukum.45  

Secara konsepsional, maka inti dan arti 
penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 
untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis 
tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, 
sehingga akan tampak lebih konkret.46  

Kegiatan penegakan hukum pertama-tama 
ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan 
kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam 
rangka usaha ini maka akan dimantapkan 
sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas 
antara instansi penegak hukum. Usaha 
menegakan hukum juga meliputi kegiatan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 
hukum dan penegak-penegaknya.47 

Hukum pada hakikatnya adalah 
perlindungan kepentingan manusia, yang 
merupakan pedoman tentang bagaimana 
sepatutnya orang harus bertindak, akan tetapi 
hukum tidak sekedar merupakan pedoman 
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus 
diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan 
ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang 
mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi 
disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.48 

 
44Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. 
Jakarta. 2013. hlm. 229. 
45Soedjono. Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan 
Sipil, Karya Nusantara. Bandung.1978. hlm.1. 
46Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakkan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. 
hlm. 2. 
47 Ibid, hlm. 3. 
48 Jawahir Thontowi. Op.Cit. hlm.179.   

Karena penting dan strategisnya peranan 
penerbangan untuk hajat hidup orang banyak, 
penerbangan dikuasai oleh negara yang 
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah 
dengan memperkuat kelembagaan yang 
bertanggung jawab di bidang penerbangan 
berupa penataan struktur kelembagaan, 
peningkatan kuantitas dan kualitas sumber 
daya manusia, peningkatan pengelolaan 
anggaran yang efektif, efisien, dan fleksibel 
berdasarkan skala prioritas, peningkatan 
kesejahteraan sumber daya manusia, 
pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau 
pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan 
ketentuan Undang-Undang ini. Pembinaan yang 
dilakukan oleh Pemerintah tersebut meliputi 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.49  

Pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai 
negeri sipil sebagai penyidik tindak pidana 
penerbangan dalam mengungkapkan perkara 
tindak pidana yang membahayakan keamanan 
pesawat udara memerlukan kecermatan dan 
ketelitian untuk meneliti, mencari, dan 
mengumpulkan keterangan serta memeriksa 
laporan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang penerbangan. Penyidik pegawai negeri 
sipil sebagai penyidik tindak pidana 
penerbangan harus berupaya untuk 
memanggil, mendengarkan dan memeriksa 
saksi dan/atau tersangka tindak pidana di 
bidang penerbangan, agar semua keterangan 
yang diperoleh dapat membuat terang adanya 
peristiwa pidana yang telah terjadi di bidang 
penerbangan. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Kewenangan penyidik pegawai negeri 
sipil sebagai penyidik tindak pidana 
penerbangan, diantaranya meneliti, 
mencari dan mengumpulkan keterangan, 
menerima laporan, memanggil orang 
untuk didengar dan diperiksa sebagai 
saksi dan/atau tersangka, melakukan 
penangkapan terhadap orang yang 
diduga melakukan tindak pidana di 
bidang penerbangan dan meminta 
keterangan dan bukti dari orang yang 
diduga melakukan tindak pidana di 
bidang penerbangan. Kewenangan 

 
49 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan. 
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lainnya sebagai penyidik pegawai negeri 
sipil sebagai penyidik tindak pidana 
penerbangan diatur dalam Pasal 400 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan.  

2. Tindak pidana yang membahayakan 
keamanan pesawat udara, diantaranya 
seperti perbuatan dengan sengaja 
menerbangkan atau mengoperasikan 
pesawat udara yang membahayakan 
keselamatan pesawat udara, penumpang 
dan barang, dan/atau penduduk atau 
merugikan harta benda milik orang lain 
dan di dalam pesawat udara selama 
penerbangan melakukan perbuatan 
melanggar tata tertib dalam 
penerbanganyang dapat membahayakan 
keamanan dan keselamatan 
penerbangan. 

 
B. Saran 

1. Pelaksanaan kewenangan penyidik 
pegawai negeri sipil sebagai penyidik 
tindak pidana penerbangan memerlukan 
dukungan dan bantuan polisi negara 
Republik Indonesia atau instansi lain 
terkait untuk melakukan penanganan 
tindak pidana di bidang penerbangan, 
khususnya dalam menyita dan 
mengamankan benda yang diduga kuat 
merupakan barang yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana dan 
mengisolasi serta mengamankan barang 
dan/atau dokumen yang dapat dijadikan 
sebagai alat bukti sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang penerbangan. 

2. Untuk mengungkapkan tindak pidana 
yang membahayakan keamanan pesawat 
udara diperlukan pelaksanaan 
kewenangan penyidik pegawai negeri 
sipil sebagai penyidik tindak pidana 
penerbangan untuk menyita benda yang 
diduga kuat merupakan barang  yang 
digunakan untuk melakukan tindak 
pidana di bidang penerbangan dan 
mengisolasi dan mengamankan barang 
dan/atau dokumen yang dapat dijadikan 
sebagai alat bukti sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang penerbangan. 
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